BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BERAS BAGI MASYARAKAT

Menimbang

Mengingat

BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

: a. bahwa untuk melaksanakan Program Raskin di Kabupaten

Sampang Tahun Anggaran 2015, telah diterbitkan Petunjuk
Teknis  Program  Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kabupaten Sampang melalui

Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2015;

. bahwa wuntuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Sampang tentang Mekanisme Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten
Sampang Tahun Anggaran 2015;

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Penugasan

Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4297);



10.
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5593);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4890);
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11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum
Raskin Tahun 2015;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 58 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten
Sampang Tahun 2014 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten
Sampang Tahun 2014 Nomor 58);

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Tekhnis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Kabupaten Sampang Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah kabupaten Sampang
Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME

PENDISTRIBUSIAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN
SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Mekanisme Subsidi Beras Bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.



Pasal 2

Penebusan beras hanya dapat dilakukan dengan sistem CASH AND CARRY
oleh Camat atau Petugas yang ditunjuk, didampingi oleh unsur Tim Raskin

Kecamatan.

Pasal 3

(1) Setiap pengeluaran beras dari gudang Bulog harus dikoordinasikan
terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang.

(2) Mekanisme pendistribusian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara :

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten akan melakukan pengecekan
terhadap jumlah kualitas dan kuantitas beras di gudang Perum BULOG
Sampang dan di titik distribusi oleh Pelaksana Distribusi Raskin.

b. Pengiriman Beras dari Gudang Perum Bulog harus dikawal TNI-POLRI
sampai titik distribusi.

c. Penerima beras di titik distribusi adalah Tim Penanggungjawab Titik
Distribusi yangdiketahui oleh Tim Raskin Kecamatan setempat.

d. KepalaDesa/Lurah melalui Pelaksana Distribusi mendistribusikan
beras kepada penerima manfaat sebagaimana telah ditetapkan dalam
DPM 1 dengan kuantum 15 kg/RTM/bulan dengan harga Rp. 1.600,-
per kg serta harus didampingi/sepengetahuan Tim Raskin Kecamatan,
TKSK dan harus dipantau oleh Tim Pemantau Independen, atau pihak-
pihak lain.

(3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), bilamana sudah selesai
secara keseluruhan Tim Raskin Kecamatan segera melaporkan kepada
Bupati Sampang melalui Tim Koordinasi serta Tim Monitoring dan Evaluasi
Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4.....



Pasal 4

(1) Biaya transportasi dari titik distribusi kepada penerima manfaat
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- per Desa/Kelurahan untuk 3 orang kuli
angkut masing-masing Rp. 50.000,-

(2) Segala biaya yang ditimbulkan dari Mekanisme Pendistribusian Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Sampang
Tahun Anggaran 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015. Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sampang, Program (1.13.1.13.01.15) Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial, pada Kegiatan (1.13.1.13.01.15.06) Pemantauan dan
Penyampaian Bahan Pokok Keluarga Miskin.Dengan Kode Rekening
5.2.2.27.02 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap dan seterusnya sebesar Rp.
334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),
dan/atau BOP Perum Bulog.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini berlaku selama Tahun Anggaran 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Tanggal : 17 Pebruari 2015

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB



Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 8



